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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD merupakan
pertanggungjawaban atas meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance), maka perlu penerapan
sistem yang tepat, jelas, terukur dan legitimate dalam mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kepulauan Anambas
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD Tahun 2023 sebagai
media akuntabilitas, media hubungan kerja organisasi dan media informasi umpan
balik perbaikan kinerja SKPD.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas disusun berdasarkan Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2023, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan
merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan
kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang
diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran
kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat
pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi
instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2023 disusun dalam rangka
menyampaikan tingkat kemajuan kinerja yang telah dicapai sebagai bentuk
perwujudan komitmen pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun dengan
berpedoman pada Review RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.
Akhirnya diharapkan laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja di waktu
yang akan datang dapat lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek
perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun Kkoordinasi

pelaksanaannya.

Tarempa, 20 Februari 2024
e a Dinas Pemberdayaan

Nlp 19790101 200212 2 009
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran OPD yang telah ditetapkan di dalam Rencana
Kinerja Tahun 2023 dan RENSTRA 2021 - 2026, maka Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas sudah menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat
pencapaian sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan sebagai jabaran dari visi dan
misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa untuk mengindikasikan tingkat
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program
dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran indikator terhadap
realisasi kinerja pada 3 (tiga) indikator sasaran, 3 indikator dengan kriteria “Sangat
Baik”.

Pada tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kepulauan Anambas mendapatkan anggaran sebesar Rp. 2.338.837.513,00. Dari
jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.103.382.775,00 dengan capaian
realisasi keuangan sebesar 89,93%.

Pencapaian pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan realisasi penyerapan keuangan Tahun
2023 "Sangat Baik” dimana pencapaian realisasi keuangan dari 5 (lima) Program dan
10 (sepuluh) Kegiatan dengan 18 (delapan belas) sub kegiatan, terdapat 1 sub kegiatan
dengan kriteria “Cukup Baik” (5,56%), 6 sub kegiatan dengan kriteria “Baik” (33,33%)
dan 11 sub kegiatan dengan kriteria “Sangat baik” (61,11%).

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik, namun perlu kerja
keras dan usaha untuk pelaksanaan kedepan dalam rangka mempertahankan dan

meningkatkannya.
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I.1.

1.2.

BAB 1
PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Peraturan Bupati
Kepulauan Anambas Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 sebagaimana
tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa adalah Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tipe C
yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa yang berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sejalan dengan paradigma baru pemerintahan dalam era reformasi,
perlu dilakukan upaya dalam mensiasati tuntutan perubahan struktur maupun
kultur, untuk itu Organisasi Perangkat Daerah dituntut untuk senantiasa
meningkatkan kinerja dan profesionalisme serta secara proaktif melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya.

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
A. TUGAS

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas dan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 37 Tahun

2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2023
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Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas,
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati urusan pemerintahan di
bidang teknis pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan
desa yang meliputi Administrasi Pemerintahan Desa dan Penataan, Kerjasama
dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa.

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitumelaksanakan sebagian tugas
Bupati urusan pemerintahan di bidang teknis pelaksanaan program kegiatan
pemberdayaan mayarakat dan desa.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bidang  Administrasi Pemerintahan Desa  mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordiasi dan sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan desa.

Bidang Penataan, Kerjasama dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
dan Adat Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta
koordiasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Penataan, Kerjasama
dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa.

B. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat
dan desa;

2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa;

3. Koordinasi pellaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan DPMD;

4. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan
administrasi pemerintahan;

5. Pengelolaan barang milik daerah;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA —



Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun Anggaran 2023

6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan DPMD; dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dari fungsi yang telah diuraiakan di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Blora terdapat Kepala Dinas, Sekretariat dan 2 (dua) bidang

yang mendukung program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan

desa antara lain :

1. Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud padafungsi Dinas

tersebut di atas.

2. Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.
b.

C.

g.

Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran DPMD;
Koordinasi kegiatan DPMD;

Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,
hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi DPMD;

Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
Penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan
pengadaan barang/jasa; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPMD.

3. Bidang administrasi pemerintahan desa, untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud mempunyai fingsi:

Perumusan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan desa;

b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Kkebijakan di bidang

€.

administrasi pemerintahan desa;

Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi
pemerintahan desa;

Pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang administrasi
pemerintahan desa; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala DPMD.

4. Bidang Penataan, Kerjasama dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan

Adat Desa, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fingsi:
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a. Perumusan kebijakan di Bidang Penataan, Kerjasama dan Pemberdayaan
Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa;

b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Penataan,
Kerjasama dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa;

c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penataan,
Kerjasama dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa;

d. Pelaksanaan administrasi pemerintahan di Bidang Penataan, Kerjasama
dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala DPMD.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama
bisa kita lihat melalui struktur Organisasi Perangkat Daerah yaitu cara
menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga
memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta
tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 37 Tahun 2022,
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
atau pejabat setingkat eselon II dengan susunan unit kerja eselon III yang terdiri
dari : Sekretaris Dinas, Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Bidang
Penataan, Kerjasama dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat
Desa. Secara lengkap Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2023 A
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Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Ana:

. ' Nomor : 5} Tahun 2022
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI Tangel . 21 Oktober 2022

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KEPALA DPMD
[ |
o SEKRETARIAT
|
[ - ]
SUBBAGIAN ‘1 KELOMPOK JABATAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN FUNGSIONAL
o ] 1
BIDANG PENATAAN, KERJASAMA
BIDANG ADMINISTRASI DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA
PEMERINTAHAN DESA KEMASYARAKATAN DAN ADAT DESA
R ]
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL
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Keterangan :
Bagan Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari:
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Kelompok JF.
c. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, membawahi :
Kelompok JF.
d. Bidang Penataan, Kerjasama dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan
Adat Desa, membawabhi :

Kelompok JF.

Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan
tupoksinya didukung oleh Sumber Daya Manusia/ Aparatur dari berbagai macam
latar belakang keahlian dan pendidikan. Keberadaan Sumber Daya Manusia/
Aparatur menjadi salah satu kunci bagi keberhasilan organisasi dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Adapun Sumber Daya Manusia/ Aparatur pada
Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia/ Aparatur
Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023
(Berdasarkan Klasifikasi Tingkat Golongan)

Tingkat Golongan
1 Golongan IV 2 Orang
2 Golongan III 10 Orang
3 PTT 15 Orang
TOTAL 27 Orang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2023 .
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Tabel 1.2
Sumber Daya Manusia/ Aparatur
Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023
(Berdasarkan Klasifikasi Tingkat Pendidikan)

Tingkat

Pendidikan Satuan
1 Strata 2 1 Orang
3 Strata 1 21 Orang
4 | SMA 5 Orang
TOTAL 27 Orang

Tabel 1.3

Sumber Daya Manusia/ Aparatur
Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022
(Berdasarkan Klasifikasi Tingkat Eselon)

No. Tingkat Eselon Satuan
1 ITa 1 Orang
2 Il a 1 Orang
3 IlIb 1 Orang
4 IVa 1 Orang
5 Fungsional 3 Orang
6 Staf 20 Orang

TOTAL 27 Orang

1.3 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
memilih prioritas salah satunya adalah meningkatkan jumlah Desa Berkembang,
Maju dan Mandiridi Indonesia sementara Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Anambas melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memprioritaskan
pengentasan/penurunan jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal menjadi
Desa Berkembang dan seterusnya menjadi Desa Maju dan Mandiri. Dan disisi lain
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas juga
melaksanakan Program dan Kegiatan yang sama dalam rangka mendukung
pembangunan nasional terkait Peningkatan Kapasitan Pemerintah Desa dan

Lembaga Kemasyarakatan Desa, Penataan dan Penyelenggaraan Administrasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2023 H
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Desa serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. Dan disepakati bersama dalam
Rapat Kordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional

(Rakortekrenbangnas).

Sebagaimana Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Indeks Desa membangun,
Kondisi 52 Desa se- Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Indeks Desa
Membangun (IDM) tahun 2023 dengan nilai 70,87% sedangkan target RPJMD
tahun 2023 sebesar 71,68% sehingga capaian kinerja adalah 98,87 %.

Identifikasi permasalahan perlu dilakukan untuk memberikan penekanan
urgensi pemecahan permasalahan yang paling berpotensi mempengaruhi
pencapaian yang menjadi isu penting adalah bagaimana diharapkan akan
mengungkit status desa berkembang menjadi desa maju, dan desa maju menjadi
desa mandiri. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dengan menggunakan
berbagai dokumen perencanaan dan kajian di tingkat nasional dan provinsi serta

kabupaten, maka didapatkanlah permasalahan -permasalahan sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum
optimal.

2. Belum optimalnya peran lembaga sosial budaya masyarakat dalam
menjalankan tugas dan fungsinya.

3. Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dalam
menjalankan tugas dan fungsinya.

4. Belum optimalnya pembentukan lembaga kemasyarakatan desa
Belum optimalnya pengembangan kapasitas masyarakat

6. Belum optimalnya pengembangan potensi ketahanan dan sosial
budayamasyarakat

7. Belum optimalnya pemanfaatan potensi perekonomian desa.

8. Belum tersedianya data potensi desa yang komprehensif.

9. Lemahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses peluang ekonomi.

10. Belum optimalnya penggalian dan pendayagunaan dana desa untuk

menumbuhkankembangkan perekonomian desa.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2023 .
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11. Rendahnya Kkreatifitas masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan
teknologi.

12. Belum optimalnya peran kelembagaan dalam wupaya pemberdayaan
masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna.

13. Masih kurangnya sarana dan prasarana teknologi tepat guna perdesaan.

14. Data dan informasi teknologi tepat guna belum tersedia secara
komprehensif.

15. Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat.

16. Belum terpenuhinya jumlah perangkat Desa dan Kelurahan yang memenuhi
persyaratan.

17. Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemberdayaan
masyarakat dan pemerintahan desa.

18. Belum optimalnya Pembangunan Desa yang berbasis Pemberdayaan
Masyarakat.

19. Belum optimalnya pengembangan potensi pembangunan Kawasan
Perdesaan.

20. Belum Optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa.

Sesuai dengan arahan RPJPN 2005-2025, visi nasional pembangunan
jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan
berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan
yang berkelanjutan. Pencapaian ini didorong oleh perekonomian yang makin
maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah, didukung oleh penyediaan
infrastruktur yang memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan
bangsa. Bersamaan dengan ini, harus dijiwai pula oleh karakter yang tangguh
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan dengan
demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjunjung tegaknya
supremasi hukum. Berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025 serta Rancangan Akhir
RPJMN Teknokratik RPJMN 2021-2024, visi pembangunan nasional 2021-2024
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akan menjadi muara dari pencapaian periode pembangunan jangka panjang

2025. Dengan demikian visi pembangunan nasional 2021-2024 adalah:

“Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”

Mandiri : Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan

bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan
kekuatan sendiri;

Maju : Tercermin dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, serta

kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum;

Adil : Tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun,

baik antar individu, gender, maupun wilayah;

Makmur : Terpenuhinya seluruh kebutuhan hidup, sehingga dapat

memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.

Masukan Misi Pembangunan Nasional 2021-2024 Sebagai upaya dalam

pencapaian visi tersebut, maka dirumuskan Rancangan Akhir/masukan misil

pembangunan nasional 2021-2024 (Bappenas, 2019) sebagai berikut:

1.

N o ks W

Mewujudkan = masyarakat berakhlak mulia, berbudaya dan beradab
berdasarkan falsafah Pancasila;

Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;

Mewujudkan Indonesia aman dan bersatu;

Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;

Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;

Mewujudkan Indonesia menjadi neg ara kepulauan yang mandiri, maju
dengan basis kepentingan Nasional;

Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia

International.

Berdasarkan misi-misi tersebut di atas, maka misi yang berkaitan dengan

tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau adalah:

1) Misi ke 4:
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2)

“Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan
masyarakat, penanganan kemiskinan, Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS)”

Misi ke-9:

“Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur
birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta
penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas”. Selanjutnya dari misi
yang telah dipilih tersebut, akan disajikan faktor-faktor penghambat dan
pendorong pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riauyang dapat
mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur
tersebutt. Faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pelayanan

antara lain:

Faktor-faktor penghambat adalah:

1.

Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Desa dan
Masyarakat desa, berkaitan terhadap kemampuan Aparatur dalam
penanganan Program pemberdayaan serta penanganan kemiskinan di Desa;
Belum maksimalnya fungsi dan peran lembaga kemasyarakatan, kader
pembangunan yang ada di pedesaan;

Terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur dasar desa;

Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam di pedesaan untuk
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;

Kondisi Geografis desa/ kelurahan Provinsi Kepulauan Riau yang ada di
Provinsi Kepulauan Riau belum mempunyai Kketerbatasan akses
transportasi;

Alokasi anggaran untuk peningkatan penguatan kapasitas sumberdaya
manusia di perdesaan;

Umumnya masyarakat akan mengurus dokumen kependudukan apabila
sudah terdesak diperlukan;

Adanya mind-set di masyarakat tentang birokrasi administrasi

kependudukan yang berbelitbelit;
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9.

Sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan administrasi

kependudukan belum optimal.

Sedangkan faktor- faktor pendorong antara lain

1.

Masih tingginya sifat kerjasama dan gotong royong masyarakat pedesaan
dalam proses pembangunan di desa,Kondisi masyarakat yang memiliki sifat
kerjasama dan kegotongroyongan yang tinggi menjadi faktor utama dalam
rangka menggerakkan pembangunan di wilayah perdesaan melalui
pendekatan partisipatif dan swadaya masyarakat;

Memiliki kekayaan Sumber Daya Alam terutama sumber daya kelautan yang
sangat dominan disamping potensi pertanian dan pariwisata jika
dikembangkan secara optimaldapat memberikan kemajuan dalam
kesejahteraan masyarakat;

Adanya lembaga-lembaga ekonomi masyarakat jika dibinadan dikelola
secara baik akan memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan
pendapatan terhadap ekonomi rumah tangga;

Tersedianya regulasi yang tegas terkait pembangunan pemberdayaan dan
tata kelola pemerintahan desa;

Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang berkekuatan
hukum sebagai alat bukti autentik;

Tingginya komitmen Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik;
Tingginya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi
aparatur yang berkualitas dalam rangka mewujudkan tertib administrasi
kependudukan;

Database kependudukan digunakan untuk semua keperluan perencanaan

pembangunan.

Berdasarkan pada permasalahan-permasalahan di atas hasil penentuan isu-isu

strategis antara lain:

1.

Belum optimalnya peran aktif pemerintahan desa dan kelembagaan desa
dalam pembangunan;

Kekurang berdayaan masyarakat dalam proses pemenuhan kebutuhan dasar
yang layak;

Aksessibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas belum memadai;
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 menjadi lembar/ dokumen yang berisi
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi
yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja. Tujuan perjanjian kinerja adalah untuk mewujudkan komitmen
terhadap penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan
pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan

wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati pada Dinas PMD Kab. Kepulauan Anambas tidak
dibatasi atas kinerja pada tahun 2023, tetapi termasuk kinerja (outcome) tahun-
tahun sebelumnya, sehingga dapat terwujud kesinambungan kinerja setiap
tahunnya. Pada tahun 2023 perjanjian kinerja dilaksanakan sampai dengan

pejabat eselon III (Kepala Bidang).

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ditetapkan untuk memenuhi amanat
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas telah membuat Perjanjian Kinerja

Tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi.

Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja
Dinas PMD Kab. Kepulauan Anambas pada akhir tahun 2023. Perjanjian Kinerja
Dinas PMD Kab. Kepulauan Anambas Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana
Kerja Dinas PMD Kab. Kepulauan Anambas Tahun 2023, dan dilaksanakan antara
Bupati Kepulauan Anambas dengan Kepala Dinas PMD Kab. Kepulauan Anambas.

Adapun Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
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Anambas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja

Tahun 2023

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1 Meningkatnya Desa Mandiri | Persentase Desa 34,62%
Maju
2 Meningkatnya Keberdayaan | Persentase 100%
Masyarakat Partisipasi
Masyarakat
3 Peningkatan Tata Kelola Nilai Akuntabilitas 64
Pemerintah yang Transparan | kinerja instansi
dan Akuntabel pemerintah (AKIP)
No. Program Anggaran (Rp.) Ket
1 PROGRAM ADMINISTRASI 575.119.433 APBD
KEUANGAN PERANGKAT
DAERAH
2 PROGRAM PENATAAN DESA 18.660.000 APBD
3 PROGRAM PENINGKATAN 37.378.000 APBD
KERJA SAMA DESA
4 PROGRAM ADMINISTRASI 1.199.540.500 APBD
PEMERINTAHAN DESA
5 PROGRAM PEMBERDAYAAN 508.139.580 APBD
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN,
LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT
Total Anggaran 2.338.837.513

Dokumen perjanjian ini disusun sebagai perwujudan konkrit/ nyata terkait
dengan komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, dalam rangka
untuk meningkatkan intregritas, akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan
kinerja aparatur, serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi
kinerja aparatur dan dasar penetapan sasaran kinerja pegawai pada Dinas PMD

Kab. Kepulauan Anambas.

Dalam hal ini Perjanjian Kinerja Tahun 2023, secara garis besar merupakan

untuk menjawab permasalahan-permasalahan dihadapi secara

m
I

upaya
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kelembagaan oleh Dinas PMD Kab. Kepulauan Anambas, yang secara sistematis

telah dijelaskan pada Bab I Pendahuluan, dengan rincian sebagai berikut:
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Desa Mandiri

Indikator Sasaran Strategis 1 : Persentase Desa Maju

Target Sasaran Srategis 1 :34,62%

Sasaran Strategis 1 mengukur tingkat kemandirian desa di Kabupaten Kepulauan
Anambas. Pengukuran tersebut didiskripsikan melalui pengukuran Persentase
Desa Maju. Dimana Dinas PMD Kab. Kepulauan Anambas melaksanakan kegiatan

penataan di dalamnya.

Dalam pelaksanaannya Sasaran Strategis 1 didukung oleh 3 (tiga) program dan 3

(tiga) kegiatan, antara lain:

Program : Program Penataan Desa

Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa

Program : Program Peningkatan Kerja Sama Desa

Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama antar Desa

Program : Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,

Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan :  Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang
Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga
Adat  Tingkat Daerah  Kabupaten/Kota  serta
Pemberdayaan  Masyarakat Hukum Adat yang
Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam

Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran ini merupakan upaya untuk menjawab permasalahan masih kurangnya
penataan dan perkembangan desa, dengan maksud bahwa semakin baik
kinerjanya, maka pelayanan terhadap masyarakat dan proses penyelenggaraan
pembangunan di desa dapat berjalan secara optimal. Hal tersebut mendukung

kemandirian desa.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2023 H
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun Anggaran 2023

Sasaran Strategis 2 mengukur tingkat pemberdayaan masarakat di Kabupaten
Kepulauan Anambas. Pengukuran tersebut didiskripsikan melalui pengukuran
Persentase Partisipasi Masyarakat. Dimana Dinas PMD Kab. Kepulauan Anambas

melaksanakan kegiatan penataan di dalamnya.

Dalam pelaksanaannya Sasaran Strategis 1 didukung oleh 1 (satu) program dan

1 (satu) kegiatan, antara lain:
Program : Program Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan :Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan Desa

Sasaran ini merupakan upaya untuk menjawab permasalahan dalam
meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa, dimana di dalam pertumbuhan
ekonomi desa, salah satu aspek penting adalah kelembagaan ekonomi desa.
Dengan lembaga ekonomi yang sehat maka laju pertumbuhan ekonomi di desa
akan meningkat dan ketahanan ekonomi desa akan terjaga. Pengukuran tersebut
didiskripsikan dengan persentase BUMDesa Sehat, karena BUMDesa merupakan
Lembaga perekonomian yang berada di desa dan memiliki peran yang sangat

strategis.

Sasaran Strategis 3 mengukur tingkat Tata Kelola Pemerintah yang Transparan
dan Akuntabel di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kepulauan Anambas. Pengukuran tersebut didiskripsikan melalui pengukuran

Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).

Dalam pelaksanaannya Sasaran Strategis 1 didukung oleh 1 (satu) program dan

6 (enam) kegiatan, antara lain:

Program :  Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan 1 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan 2 : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Kegiatan 3 :  Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan 4 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah
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Kegiatan 5 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan 6 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah
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BAB II1
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai
seperti efisiensi dan efektivitas. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan
yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan
yang dijalankan. Sedangkan efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat
atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan
cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Dalam sistem
pemerintahan dikenal akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).

Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan dengan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja Dinas PMD Kab. Kepulauan Anambas Tahun 2023
mendiskripsikan pengukuran capaian tujuan dan sasaran, yang telah ditetapkan
di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMD Kab. Kepulauan Anambas Tahun
2021-2026. Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan dalam Rencana
Kerja (Renja) Dinas PMD Kab. Kepulauan Anambas Tahun 2023, yang kemudian
dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas PMD Kab. Kepulauan Anambas Tahun
2023. Di dalam bab ini, pembahasan akuntabilitas kinerja dilengkapi dengan
pembahasan akuntabilitas keuangan, dimana anggaran yang diterima oleh Dinas
PMD Kab. Kepulauan Anambas Tahun 2023 bersumber dari Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun
2023.

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik
dan berkesinambungan yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja
kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan
dampak. Pengukuran kinerja mencakup antara lain:

a. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-

masing kelompok indikator kinerja kegiatan
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b. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat
pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah
ditetapkan.

Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir
Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian
Sasaran (PPS), yang selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui
keberhasilan ataupun kegagalan dari kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk lebih mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja kegiatan
maka dipergunakan skala ordinal dan makna dari nilai tersebut yaitu:

Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

85-100 Sangat Baik
70 - 84 Baik
55-69 Cukup Baik

<55 Tidak Baik

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada
level sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan
indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana
kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Alat ukur yang
digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalam capaian kinerja adalah
Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan acuan untuk mengukur
keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat
strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah dan OPD di
lingkungannya. Kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi
pemerintah menggunakan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam
penyusunan laporan kinerja ini.

Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan
realisasi sebagai berikut:

a. Apabila semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat
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capaian yang semakin baik, digunakan rumus sebagai berikut:

Realisasi

Persentase capaian = x100%

Rencana

b. Apabila Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian
rencana tingkat capaian, digunakan rumus sebagai berikut:

Rencana — (Realisasi — Rencana)
Rencana

Persentase capaian = x100%

Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan
evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes
yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan
capain kinerja pada tahun sebelumnya.

Dinas PMD Kab. Kepulauan Anambas Tahun 2023 menetapkan 3 (tiga)
Indikator Kinerja Utama (IKU), yang menggambarkan tingkat keberhasilan
secara kualitatif dan kuantitatif, serta tingkat capaian terhadap sasaran strategis
yang ditetapkan. Tingkat capaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)

dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2023

Indikator

. . Realisasi
Kinerja

Sasaran Strategis

Target Capaian

1 | Meningkatnya Persentase Desa 34,62% | 46,15% | 133,31%
Desa Mandiri Maju
2 | Meningkatnya Persentase 100% 100% 100%
Keberdayaan Partisipasi
Masyarakat Masyarakat
Peningkatan Tata | Nilai 64 67,55 105,55
Kelola Pemerintah | Akuntabilitas
yang Transparan | kinerja instansi
dan Akuntabel pemerintah
(AKIP)
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Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Desa Mandiri
Indikator Kinerja Utama Persentase Desa Maju

Target 34,62%

Realisasi 46,15%

Capaian 133,31%

Sasaran Meningkatnya Desa Mandiri dapat dilihat dari indikator kinerja,
Persentase desa maju, capaian kinerja nyata Persentase Desa Maju adalah
46,15% dari target 34,62% yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun
2023 dimana Desa Mandiri dan Maju sebanyak 24 desa dari 52 Desa yang ada di
Kabupaten Kepulauan Anmbas, sehingga capaian kinerja adalah 133,31%
melebihi target yang diperjanjikan.

Berdasarkan pencapaian Indikator kinerja mencapai >100% maka dapat

dikatakan capaian kinerjanya adalah Sangat Baik.
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Gambar 3.1. Grafik Capaian Persentase Persentase Desa Maju tahun 2021-2023
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Tabel 3.3
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Anggaran Untuk Mencapai indikator Kinerja
Persentase Desa Maju

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah PERSENTASE
dan Program/Kegiatan PAGU REALISAST (%)

PROGRAM PENATAAN DESA 18.660.000,00 17.900.000,00 95,93
Penyelenggaraan Penataan Desa 18.660.000,00 17.900.000,00 95,93
Fasilitasi Tata Wilayah Desa 18.660.000,00 17.900.000,00 95,93
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA 37.378.000,00 27.496.800,00 73,56
DESA
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 37.378.000,00 27.496.800,00 73,56
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 37.378.000,00 27.496.800,00 73,56
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA 508.139.580,00 | 382.566.500,00 75,29
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 508.139.580,00 382.566.500,00 75,29
yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan
Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga 7.230.000,00 7.210.000,00 99,72
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,
PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat
Hukum Adat
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam 500.909.580,00 375.356.500,00 74,93

Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan

Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator kinerja

Persentase Desa Maju yaitu 1. Program Penataan Desa. Program tersebut

dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa dan Sub Kegiatan

Fasilitasi Tata Wilayah Desa.

tersebut adalah Meningkatkan wawasan,

Adapun maksud dan tujuan dari sub kegiatan

pengetahuan dan pemahaman

pemerintah desa tentang penataan desa, Meningkatkan motivasi dan kinerja
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pemerintah desa dalam peningkatan tata wilayah desa, dan Memberikan
kesempatan bagi pemerintah desa untuk meningkatkan persentase status desa
mandiri. Sub kegiatan tersebut berisikan perjalanan dinas guna melakukan
kinsultasi dan koordinasi, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa yang
memiliki sub kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa yang memiliki anggaran dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 18.660.000,00 memiliki
realisasi sebesar Rp. 17.900.000,00 atau 95,93 % dari anggaran memiliki output
kegiatan yaitu Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya. Kegiatan
tersebut dengan realisasi anggaran 85% - 100% dan dikategorikan Sangat Baik.
2. Program Peningkatan Kerja Sama Desa. Program tersebut dilaksanakan melalui
kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dan Sub Kegiatan Fasilitasi
Pembangunan Kawasan Perdesaan. Adapun Sasaran kegiatan Fasilitasi Kerja
Sama Antar Desa yaitu Pemerintah Desa se-Kabupaten Kepulauan Anambas. Sub
kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan memiliki indikatir
keberhasilan yaitu Meningkatnya kapasitas aparatur desa sebagai penyelenggara
Pemerintah Desa dan Terlaksananya kerja sama desa baik kerja sama antar desa
maupun kerja sama desa dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan
Kawasan perdesaan. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa yang memiliki sub
kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang memiliki anggaran
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 37.378.000,00 memiliki
realisasi sebesar Rp. 27.496.800,00 atau 73,56 % dari anggaran memiliki output
kegiatan yaitu jumlah kerjasama yang difasilitasi dimana dari 2 desa yang di
rencanakan di renstra terealisasi sebanyak 4 desa di 1 kecamatan. Sub Kegiatan
tersebut dengan realisasi anggaran 70% - 84% dan dikategorikan Baik. Yang ke 3
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan
Masyarakat Hukum Adat, Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan
Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama
dalam Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu:

1. Peningkatan  Kapasitas  Kelembagaan Lembaga  Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga
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Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang memiliki anggaran
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 7.230.000,00
memiliki realisasi sebesar Rp. 7.210.000,00 atau 99,72% dari anggaran
memiliki output sub kegiatan yaitu Jumlah Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga
Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan
Kapasitasnya. Kegiatan tersebut dengan capaian 85 - 100 dikategorikan
Sangat Baik.

2. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan
Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga yang memiliki anggaran dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 500.909.580,00 memiliki
realisasi sebesar Rp. 375.356.500,00 atau 74,93% % dari anggaran memiliki
output kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK
dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan

Kesejahteraan Keluarga. Kegiatan tersebut dengan capaian 70% - 84%

dikategorikan Baik.
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Keberdayaan
Masyarakat
Indikator Kinerja Utama Persentase Partisipasi Masyarakat
Target 100%
Realisasi 100%
Capaian 100%

Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dapat dilihat dari
indikator kinerja, Persentase desa maju, capaian kinerja nyata Persentase Desa
Maju adalah 100% dari target 100% yang direncanakan dalam perjanjian kinerja
tahun 2023 dimana 52 Desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas yang
partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, sehingga capaian kinerja
adalah 100% sesuai target yang diperjanjikan.

Berdasarkan pencapaian Indikator kinerja mencapai >100% maka dapat

dikatakan capaian kinerjanya adalah Sangat Baik.
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Gambar 3.2. Grafik Capaian Persentase Partisipasi Masyarakat tahun 2021-2023

Tabel 3.4
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Anggaran Untuk Mencapai indikator Kinerja

Persentase Partisipasi Masyarakat

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah PAGU DPA REALISASI PERSENTASE
Daerah dan Program/Kegiatan (%)

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 1.199.540.500,00 1.108.170.000,00 92,38
DESA
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 312.636.164,00 206.313.068,00 92,38
Administrasi Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi 978.771.800,00 944.731.300,00 96,52
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 158.617.000,00 126.795.700,00 79,94
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 62.151.700,00 36.643.000,00 58,96

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator kinerja

Persentase Partisipasi Masyarakat yaitu Program Administrasi Pemerintahan

Desa. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa. Kegiatan

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

yang memiliki 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang memiliki

anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp.
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978.771.800,00 memiliki realisasi sebesar Rp. 944.731.300,00 atau 96,52 %
dari anggaran memiliki output kegiatan yaitu Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa. Kegiatan tersebut
dengan capaian 85 - 100 dikategorikan Sangat Baik.

2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa yang memiliki anggaran dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 158.617.000,00
memiliki realisasi sebesar Rp. 126.795.700,00 atau 79,94% dari anggaran
memiliki output kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan
Desa. Kegiatan tersebut dengan capaian 70 - 84 dikategorikan Baik.

3. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa yang memiliki anggaran dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 62.151.700,00 memiliki realisasi
sebesar Rp. 36.643.000,00 atau 58,96% dari anggaran memiliki output
kegiatan yaitu Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa. Kegiatan

tersebut dengan capaian 55% - 69% dikategorikan Cukup Baik.

Sasaran Strategis 3 Peningkatan Tata Kelola

Pemerintah yang Transparan dan

Akuntabel

Indikator Kinerja Utama Nilai Akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (AKIP)

Target 64%

Realisasi 67,55%

Capaian 105,55%

Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Transparan dan
Akuntabel dapat dilihat dari indikator kinerja Nilai Akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (AKIP), capaian kinerja nyata Nilai Akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (AKIP) adalah 67,55% dari target 64,00% yang direncanakan dalam
perjanjian kinerja tahun 2023, capaian kinerja adalah 105,55% melebihi target
yang diperjanjikan.

Berdasarkan pencapaian Indikator kinerja mencapai > 85 - 100% maka

dapat dikatakan capaian kinerjanya adalah Sangat Baik.
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Gambar 3.3. Grafik Capaian Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) tahun
2021-2023

Tabel 3.5
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Anggaran Untuk Mencapai indikator kinerja
Nilai Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah (AKIP)

Konsultasi SKPD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah PAGU REALISASI PERSENTASE
Daerah dan Program/Kegiatan (%)

PROGRAM ADMINISTRASI KEUANGAN 575.119.433,00 | 567.249.475,00 98,63
PERANGKAT DAERAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 82.205.000,00 81.007.000,00 98,54
Pelaksanaan Penatausahaan dan 82.205.000,00 81.007.000,00 98,54
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada 15.150.000,00 10.900.000,00 71,95
Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 15.150.000,00 10.900.000,00 71,95
SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah 280.140.973,00 279.488.515,00 99,77
Penyediaan Komponen Instalasi 3.990.600,00 3.990.600,00 100,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.998.100,00 4.765.100,00 79,44
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.512.273,00 7.453.000,00 99,21
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 262.640.000,00 262.279.815,00 99,86
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Pengadaan Barang Milik Daerah 148.569.000,00 148.569.000,00

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 148.569.000,00 148.569.000,00 100,00
Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 40.759.400,00 40.060.560,00 98,29
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24.999.400,00 24.953.800,00 99,82
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 15.760.000,00 15.106.760,00 95,86
Air dan Listrik

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 8.295.060,00 7.224.400,00 87,09
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 4.635.060,00 3.564.400,00 76,90
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.660.000,00 3.660.000,00 100,00

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator kinerja

Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yaitu Program
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Program tersebut dilaksanakan
melalui 6 (enam) Kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang memiliki 1 (satu)
sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
sebesar Rp. 82.205.000,00 memiliki realisasi sebesar Rp. 81.007.000,00 atau
98,54% dari anggaran memiliki output sub kegiatan yaitu Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Sub Kegiatan
tersebut dengan capaian 85 - 100 dikategorikan Sangat Baik.

2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang
memiliki 1 (satu) sub kegiatan yaitu Penatausahaan Barang Milik Daerah
pada SKPD yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) 15.150.000,00 memiliki realisasi

sebesar Rp. sebesar Rp.

10.900.000,00 atau 71,95% dari anggaran memiliki output sub kegiatan yaitu
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Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. Sub

Kegiatan tersebut dengan capaian 70 - 84 dikategorikan Baik.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memiliki 4 (empat) sub

kegiatan yaitu:

a.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
sebesar Rp. 3.990.600,00 memiliki realisasi sebesar Rp. 3.990.600,00
atau 100% dari anggaran memiliki output sub kegiatan yaitu Jumlah
Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
disediakan. Sub Kegiatan tersebut dengan capaian 85 - 100
dikategorikan Sangat Baik.

Penyediaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang memiliki anggaran
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 5.998.100,00
memiliki realisasi sebesar Rp. 4.765.100,00 atau 79,44% dari anggaran
memiliki output sub kegiatan yaitu Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor
yang disediakan. Sub Kegiatan tersebut dengan capaian 70 - 84
dikategorikan Baik.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang memiliki anggaran
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 7.512.273,00
memiliki realisasi sebesar Rp. 7.453.000,00 atau 99,21% dari anggaran
memiliki output sub kegiatan yaitu Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang disediakan Sub Kegiatan tersebut dengan capaian 85
- 100 dikategorikan Sangat Baik.

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang memiliki
anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp.
262.640.000,00 memiliki realisasi sebesar Rp. 262.279.815,00 atau
99,86% dari anggaran memiliki output sub kegiatan yaitu Jumlah
Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Sub Kegiatan tersebut
dengan capaian 85 - 100 dikategorikan Sangat Baik.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah yang memiliki 1 (satu) sub kegiatan yaitu engadaan Gedung Kantor

atau Bangunan Lainnya yang memiliki anggaran dalam Dokumen
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Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 148.569.000,00 memiliki realisasi

sebesar Rp. 148.569.000,00 atau 100% dari anggaran memiliki output sub

kegiatan yaitu Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang

Disediakan. Sub Kegiatan tersebut dengan capaian 85 - 100 dikategorikan

Sangat Baik.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang
memiliki 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang memiliki anggaran dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 24.999.400,00 memiliki
realisasi sebesar Rp. 24.953.800,00 atau 99,82% dari anggaran memiliki
output sub kegiatan yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat. Sub Kegiatan tersebut dengan capaian 85 - 100 dikategorikan
Sangat Baik.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang memiliki
anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp.
15.760.000,00 memiliki realisasi sebesar Rp. 15.106.760,00 atau 95,86%
dari anggaran memiliki output sub kegiatan yaitu Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang
Disediakan. Sub Kegiatan tersebut dengan capaian 85 - 100 dikategorikan
Sangat Baik.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah yang memiliki 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang memiliki anggaran
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 4.635.060,00
memiliki realisasi sebesar Rp. 3.564.400,00 atau 76,90% dari anggaran
memiliki output sub kegiatan yaitu Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.
Sub Kegiatan tersebut dengan capaian 70 - 84 dikategorikan Baik.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang memiliki anggaran
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 3.660.000,00
memiliki realisasi sebesar Rp. 3.660.000,00 atau 100% dari anggaran
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memiliki output sub kegiatan yaitu Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya
yang Dipelihara. Sub Kegiatan tersebut dengan capaian 85 - 100
dikategorikan Sangat Baik.
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023
pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama
kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2023. LKjIP ini dimaksudkan untuk
menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Faktor utama yang menunjang berbagai hasil yang telah dicapai sepanjang
tahun 2023 adalah adanya komitmen dan dukungan dari pimpinan serta seluruh
jajaran staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam upaya meningkatkan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu dukungan kemampuan personil
yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di
tahun 2023. Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
tahun anggaran 2023 merupakan tahun ke 3 dari Rencana Strategis Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016 s/d 2021. Keberhasilan yang dicapai
berkat kerjasama, partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta
ditingkatkan. Sementara itu untuk target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan
didukung oleh berbagai pihak.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indicator
kinerja ditentukan oleh berbagai factor, antara lain: Sumber daya manusia, anggaran,
dan sarana prasarana.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan lakip dirumuskan
saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang
system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam
menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintah

yang akuntabel.
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2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di Instansi
Pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar
dijajaran Instansi Pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring
dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja (PK).

Dalam tata kelola keuangan, Dinas PMD Kab. Kepulauan Anambas terus
berupaya meningkatkan realisasi penyerapan anggaran dengan harapan tingkat
efektivitas pembiayaan/ pengganggaran (cost effectiveness) dapat meningkat. Dengan
mengoptimalkan pemanfaatan aset berwujud (sarana dan prasarana perkantoran)
maupun aset tak berwujud/ intangible assets (agility/ kelincahan dalam bekerja dan
mengambil keputusan, selfdriving/ seni memimpin diri sendiri, culture values/ nilai-
nilai budaya instansi, dan softskills lainnya yang dimiliki oleh Sumber Daya Aparatur).

Maka Dinas PMD Kab. Kepulauan Anambas perlu berkomitmen untuk terus
belajar dan bertumbuh (learning organizational) dengan memanfaatkan ketersediaan
aset-aset tersebut, sebagai fudamen/ dasar yang kuat bagi keberhasilan kinerja Dinas
PMD Kab. Kepulauan Anambas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2022 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai
bahan evaluasi akuntabilitas Kkinerja bagi pihak yang membutuhkan, untuk
penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program, kegiatan serta

penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Tarempa, Februari 2024
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